KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KMA/008/SKI/11/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SINKRONISASI LEGISLASI ANTARA
MAHKAMAH AGUNG R! DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Ri

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca

Menimbang :

1

Surat Wakil Ketua Badan Pemeriksa
Keuangan RI Nomor : 88/II-X/10/2005
tanggal 5 Oktober 2005;

Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI
tanggal 24 Januari 2006;

Bahwa perlu diadakan konsultasi untuk
mendapatkan kesamaan pendapat tentang
ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang
Nomor 17 tahun 2003 jo Undang-undang
Nomor 1 tahun 2004 yang belum jelas
penafsirannya;

Bahwa untuk kegiatan tersebut diatas
perlu dibentuk Tim Sinkronisasi Legislasi
Mahkamah Agung R,
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Mengingat : 1. Undang-undang 14 tahun 1985 sebagai-
mana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-undang Nomor 5 tahun 2004;

2. Undang-undang Nomor 4 tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran
Negara tahun 2004 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4358).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sinkronisasi Legislasi
Mahkamah Agung Rl dengan susunan sebagai
berikut :

Pengarah : 1. NY. MARIANNA SUTAD!I NASUTION, SH.
- (WKkI. Ketua MA-RI Bidang Yudisial)
2. PROF.DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG,
SH.(Ketua Muda Tata Usaha Negara MA-RI)
3. HARIFIN A. TUMPA, SH. MH.
(Ketua Muda Perdata MA-R)
Ketua . H. ATJA SONDJAJA, SH.
(Hakim Agung MA-RI)
Sekretaris : BUDI SANTOSO, SH.
(Hakim Yustisial MA-RI)
Anggota : 1. H. SUPARNO, SH.
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(Kepala Direktorat Hukum dan Peradilan
MA-RI)

SUMARJONO,SH.

(Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN
Jakarta)

KADAR SLAMET, SH. MH.
(Wakil Ketua Pengadilan TUN Jakarta)



KEDUA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 06 Februari 2006

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.,
Ttd.

BAGIR MANAN

Tembusan Kepada Yth. :
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Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung RI.

Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.

Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI.

Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Panitera Mahkamah Agung RI.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Para Kepala Direktorat/Kepala Biro Mahkamah Agung RI.

Ka. Puslitbang Kumdil/Ka. Pusdikiat Pegawai Mahkamah Agung RI.
Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung RI.
Pertinggal.



